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PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 14 TAITUN 2000
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATU RAN PAERAH
NOMOR 16 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI

PENJUALAN PRODUKSLUSATIA DAEKRAH DI
DAERAH KABUPATEN TINGKAT 11 ASAHAN.

DENGAN RAHMAT TUNAN YANG MAHA ESA

BUPA'TT ASAHAN

Menimbang

a

Lo

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemermtah Nemar 20 Tahun [997 teotanyg Retribusi
Dacrah sebggar Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tantang Pajuk Dacrah
dan Retnibusi Daernh | peigualan Produksi [1saha Dacrah merupakan Objek Retribusi

bahwa dengan diundangkannya Undang - Undiang Nomor 22 Tahum 1999 terttang Pemeciah
Daerah dan Kepytusan Presiden Repubhik Indonesis Nomos 44 Tahun 1999 tenlang Teknik
Peayusunan  Peryturan  Perundang - Tindang dea Benmk Rancangan Uwndang-Uindamg,
Rancangah Paratumn Femenntali dan  Rancangan Keputukan Presidon dipandany  perlu
dilakukan Perubabun dan Pemyesuaian Petaturpn Dacrah Kgbupdten Asthan.,

batiwa sehubungan déogan hal tersebut dhatas | perlu ditetapkan datam suatu Peraturan Dacraln,

Mengingat

Undang + Upgdang Nomor 7 et Tahun 1956 tentang Pembentukan Dderah Otenom Kabupaten
- Kabupaten dalam Lingkumgan Propinst Sumatern Utard ( Tambsiran Negara Republik
Indonesia Tatun 1956 Nomor 58 )

Undapg - Undang Nomor 8 Tabun 1981 ientang Kitab Undang « Undang Hukumn Acara Pidania (
Lembaran Negara Republik Indonesta Tahum 1991 Nomor 76 | Tambahan Lembaren Negara
Republik Indonesia Nomar 3209 ),

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 temtang Pajak Dyprah dan Retnbusi [Daerih
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Nogara
Republik Indonesia Nomor 3635 )

Undang - Undang Nomor 22Tahun 1999 reniang Pemerintahan Daergh ( Lembaran Negara
Republik [pdortesia Tahun 1999 Nomaor 60 ).



Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Nepara
Republik Indonesia Tahun1997 Nomeor 55 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 3692 ).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan
Peraturan Perundang-| Indangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan
Pemerintah dan Rancangan Keputusan Preiden.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang bentuk Peraturan Daerah dan
Peraturan Daerah Perubahan,

Keputusan Menteri Dalam Negern Nomor 171 Tahun 1997 tentang prosedur pengesahan
Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara
Pemungutan Retribusi Daerah,

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahunl1997 tentang Tatacara Pemeriksaan

dibidang Retribusi Daerah.

_Peraturan Daerah Kabupaten Dacrah Tingkat [l Asahan Nomor 7 Tahun 1988 tentang

Penyidikan atas Pelanggraan Peraturan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1989 Nomor B Seri D

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah (DPRD) kab. Asahan Nomor Tahun 2000
tentang Persetujuan 26 buah Ranperda menjadi Peraturan Daerah Kab. Asahan.
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 09 /SK /{ DPRD 10 MEI 2000

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAII KABUPATEN ASAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAIIUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN
PRODUKSI USAHA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 1l ASAHAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pemerintahan in vang dimaksud dengan :

b.

C.

Daerah adalah Kabupaten Asahan
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Asahan

Kepala Daerah Kabupalen adalah Bupati
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Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Asahan

Jasa Usaha adalah Jasa yang dibenkan Pemerintah Daerah dengan menganut Prinsip Komersial
karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh scktor Swasta,

Penjualan Produksi Uasah Daerah adalah Penjualan hasil produksi usaha  Pemerintah Daerah
antara lain Penjualan Bibit Tanaman , Bibit Ternak , Bibit Ikan dan Produksi Dacrah lainnya.

Retribusi Dacrah vyang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebaga
pembayaran alas jasa atau Pembenan lzin tertentu yang Khusus disediakan dan atau dibenkan
Pemerintah Daerah untuk Kepentingan orang pribadi dan atau Badan Hukum.

Retribusi Jasa Usaba adalah retribusi atas jasa usaha yang disediakan oleh Pemerintah Dacrah
dengan menganut Prinsif Komersial karena pada dasarmya dapat pula disediakan oleh Swasta

Benih / Bibit adalah benih / bibit tanaman pangan , | lollikultura benih / bibit ternak benih / bibit
ikan atau bagian yang diusahakan untuk diperbanyak dan atau umuk dikembang biakkan,

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disngkat SKRD adalah Keputusan yang
menentukan besarmnva jumlah retribust yang terutang,

Surat Ketctapan Retnbusi Dacrah Kurang Bayar yang sclanjutnya disingkat SKRDKB adalah
Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi , yang terutang , jumlah Kredit
Retribusi , jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi , besarnya sanksi Administrasi dan
jumlah yang masih harus dibayar

Surat Ketetapan Retribusi Dacrah Kuarang Bayar Tambahan yang sclajuinya disingkat
SKRDKBT adalah Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah
ditetapkan,

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkal STRD adalah Surat untuk
melakukan tagihan Retribusi dan atau denda.

BAB Il
NAMA |, OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi atas jasa Pelayanan
Penjualan Produks: Usaha Daetah.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah jasa pelayanan Penjualan Produksi Usaha Daerah yang terdini dan

i,

b.

Benih / bibit Tanaman Pangan dan oltikultura , Perkebunan , Perikanan dan Peternakan

Komediti hasil Tanaman Pangan , Holtikultura , Perkcbunan | Perikanan dan Peternakan,

Pasal 4

Subjek retribusi adalah unit Produksi Usaha Daerah yang mendapat Jasa Pclayanan Penjualan
Produksi Usaha Daerah.



BAB I
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB 1V
CARA MENGURKUR TINGEKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat Penggunaan jasa retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur berdasarkan jenis
benih / bibit dan jumlah serta Kwalitas.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN , STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI

Pasal 7
Prinsip Penetapan Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah untuk mengganti biaya
administrasi , Pelayanan Perawatan / Pemeliharaan dan pembinaan,

Pasal §

(1) Struktur besarnya tarif Retribus: Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebesar 90 % dari
harga dasar.

(2) Untuk 10 % sisa harge penjualan diserahkan kepada Instansi pengelola Produksi.

(3) Harga dasar sebagaimana dimaksud ayat (| } ditetapkan secara Periodik oleh Kepala Daerah,

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 9
(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Kartu Retribusi Daerah (SKRD),

(2) Hasil Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor
ke Kas Daerah



BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10

Wilavah Pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Asahan

BAB Vil
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 1]
Dalam hal wajib retnbusi tidak membayar tetap waktunya atau kurang membayar , dikenakan

sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) setiap bualn dan besarnya Retnbusi
vang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 12.

(1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang
terutang paling lama 30 ( tiga puluh ) han |, setelah saat terutang,

(2) SKRD , SKRDKB , KRDKBT , STRD , Keputusan Pembetulan , Keputusan Keberatan dan
Putusan Banding yang menycbabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah , harus
dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 ( satu ) bulan sejak tanggal diterbitkannya tersebut
diatas.

a. Kepala Daerah Kabupaten atas permohonan wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan
yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur
atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga scbesar 2 % (dua persen)
setiap bulan,

b Tatacara pembayaran , tempat pembayaran . penundaan pembayaran Retnibusi diatur dengan
Keputusan Kepala Daerah

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 13
Retribusi vang terutang berdasarkan SKRD , SKRDKB , SKRDBKT , STRD , Keputusan |
Pembetulan . Keputusan Keberatan | Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib

retribust pada waktunya dapat ditagih dengan Sural paksa
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BAB XI
KADALUWARSA
Pasal 14
(1) Penagihan Retribusi , kadaluwarsa setelah melampau jangka wakiu 3 (tiga) tahun terhitung
sejak saat terutangnya Retribusi , kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak Pidana
dibidang Retribusi.
(2) Kadaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :

a. Diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa atau

b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung,

BAB XU

TATACARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KADALUARSA

Pasal 15

(1) Piuang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah
kadaluarsa dpat dihapus

(2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yag sudah
kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB Xl
PENGAWASAN
Pasal 16

Kepala Daerash Kabupaten menunjuk Pejabal tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 17

Pelanggaran terhadap ketentuan - ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam Pidana
kurungan paling Jama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ).



BAB XV
PENYIDIKARN

Pasal 18

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang
khusus sebagai penyidik untuk melakukan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Midana.

{2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayal (1) pasal ini adalah :

a.

Menerima , mencan mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak Pidana dibidang Retnibusi Daerah.

Meneliti , mencari dan mengumpulkan kelerangan mengenai orang pribadi atau badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Retribusi
Daerah

Meminta keterangan dan bahan bukt dan orang pribadi atau badan schubungan dengan
tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah,

Memeriksa buku - buku atau catatan - catatan atau dokumen - dokumen lain yang
berkenaan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.

Melakukan penggeledaan uniuk mendapat bahan bukti pembukuan , pencatatan dan
dokumen dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana
dibidang Retribusi Daerah,

Menyuruh berhenti , melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempal pada saal
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang
dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf "e".

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah,

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,

Menghentikan penyidikan.

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak Pidana dibidang
Retribusi Daerah menurut hukum vang dapat dipertanggung jawabkan,

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaiken hasil penyidikannya kepads Penuntut Umum sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahunl981 tentang Hukum Acara
Pidana.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Dacrah Nomor 16 Tahun 1998 (entang
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Dacrah di Kabupaten Daerah Tingkat || Asahan dinyatakan
dicabut dan tidak berlaku lagi.



BAB XVi
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Ial - hal yang belum diatur dalam Peraturan Dacrah i sepanjang mengenai pelaksanaannya akan
chatur lebil lnnjut oleh Kepala Dacrah |

Pasal 21

Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang dapat mengelahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengin
penempatannya dalam |.embaran Dacrah Kabupaten Asahan.

Disahkan di Kisaran
Pada tanggal 10 Mci 2000
BUPATI ASAHAN

Cap/dio
RISUDDIN

Diundangkan di Kisaran
Pada tanggal 11 Mei 2000

RAH KABUPATEN ASAHAN °

44 !_!‘3:__“ : . .
MRUHUMANTHARAHAP. SH
TK. 17

029603

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAIIAN TAHUN 2000 NOMOR 40



